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WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman
Administrasi Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurshan.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran MNegara Tazhun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomro 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999
(Lembarar_i Negafa Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan {(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007
tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota
Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
28);

Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  TEKNIS
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah  adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;

4. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Padang;

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Walikota Padang untuk menanganl sebagian urusan
otanomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

/7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Padang dalam

wilayah kerja kecamatan,
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Padang;

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakst sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

10. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi
mengenai kegiatan-keglatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.

11.Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
kegiatan pemerintahan kelurahan.

12. Adminlistrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan



13. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
pengelolaan keuangan kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan,

14, Administrasi Pembangunan adalah keglatan pencatatan data dan informasi mengenal
pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi
Kelurahan.

15.Administrasi Monografi adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai
keadaan di wilayah kelurahan, yang menggambarkan antara lain tentang batas-batas
vyang dimiliki, keadaan geografis setempat, jumlah penduduk, mata
pencaharian/pekerjaan, agama, jumlah Rukun Tetangga dan jumilah Rukun Warga.

BAB II
KEWAJIBAN LURAH

Pasal 2

Lurah wajib melaksanakan Adminlstrasi Kelurahan.

BAB III
JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN

Pasal 3

Jenis administrasi kelurahan terdiri dari ;
. Administrasi Umum;

. Administrasi Penduduk;

Administrasi Keuangan;

Administrasi Pembangunan;
Administrasi Monografi;

a0 oo

Administrasi lainnya.



Pasal 4

(1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri
dari:
a. Buku Data Keputusan Lurakh;
b, Buku Data Inventaris Kelurahan;
¢. Buku Data Aparat Kelurahan;
d. Buku Data Tanah di Kelurahan;
e, Buku Data Agenda Surat Masuk;
f. Buku Data Agenda Surat Keluar;
g. Buku Ekspedisi
(2)Bentuk Administrasi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri
dari :
d. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;
b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
¢. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.
(3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ terdiri
dari :
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
¢, Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pegeluaran;
d. Buku Kas Harian Pembantu;
e. Buku lainnya sesuvai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
terdiri dari :
a. Buku Rencana Pembangunan;
b. Buku Kegiatan Pembangunan;
¢. Buku Inventaris Proyek:
d. Buku kader-kader pembangunan.
(5) Bentuk administrasi monografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf € berupa
buku dalam bentuk perangkat lunak.
(6) Buku administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f berupa Buku
Anggota dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan dapat ditambah jenis dan
bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelurahan.



(7YModel dan atau tata cara pengisian Buku Administrasi Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan avyat (6) sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Walikotza ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1} Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan
Administrasi Kelurahan:
(2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kelurahan;
b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan:
c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi
Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
e. menyediakan buku Administrasi Kelurahan,
(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi Administrasi Kelurahan;
b. melakukan pengawasan Administrasi Kelurahan; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi

Kelurahan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6
(1)Lurah wajib membuat laporan pelaksanaan administrasi kelurahan kepada camat
setiap 1 (satu) bulan sekali;
(2)Camat waijib merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Cq. Bagian Pemerintahan

setiap 2 (dua) bulan sekali;
(3)}Kepala Bagian Pemerintahan merekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}.
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BAB V
EVALUASI

Pasal 6
Evaluasi terhadap hasil monitoring dan Rekapitulasi Laporan Pelzksanaan Administrasi
Kelurahan dikoordinasikan Bagian Pemerintahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2010

PADANG

/ FAUZI BAHAR



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2010
TANGGAL M November 2010

MODEL DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN
A. MODEL BUKU ADMINISTRASI UMUM KELURAHAN
1. Buku Administrasi Umum

d.

e a0

Model A.1
Model A.2
Model A.3
Model A.4
Model A5
Model A.6

Buku Data Keputusan Lurah.

Buku Data Inventaris Kelurahan,
Buku Data Aparat Kelurahan,

Buku Data Tanah di Kelurahan.

Buku Data Agenda Masuk dan Keluar.
Buku Ekspedisi.

2. Buku Administrasi Penduduk
Tata cara pengisian Buku Data Penduduk sebagaimana tersebut pada angka 2

diatur tersendiri kecuali Buku Data Penduduk Sementara.

3. Buku Administrasi Keuangan

a.
b. Model C.2a
c. Model C.2b
d.

e. Model C.3

Model C.1

Model C.2c¢

L1

Buku Kas.

Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan.

Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran.

Buku Kas Hartan Pembantu.

Buku lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku.

4. Buku Administrasi Pembangunan

=S

Modei D.1
Model D.2
Model D.3
Model D.4

Buku rencana pembangunan.
Buku Kegiatan Pembangunan.
Buku Inventaris Proyek.

Buku Kader-kader pembangunan.

5. Buku Administrasi Monografi (Model E.1)
Benituk Buku Administrasi Monografi berupa Perangkat lunak.



6. Buku Administrasi [ainnya

a. Model E.2 : Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan.
b. Model E.3 s.d : Buku-buku Administrasi lainnya sesuai kebututhan.
selanjutnya

B. TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI KELURAHAN

1. ADMINISTRASI UMUM
a. Buku Data Keputusan Lurah (Model A.1)

MODELA.1
BUKU DATA KEPUTUSAN LURAH........
TAHUN ...
NO TGIIEE?:ES,ST;DR TENTANG il DILAPORIGN KET
TANGGAL NOMOR TANGGAL | NOMOR
1 2 3 4 5 6
Tata Cara Pengisian Buku Data Keputusan Lurah (Model A.1)
Kolom 1 : Dilsi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya
Keputusan Kepala Kelurahan,
Kolom 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahur dari Keputusan
Kepala Kelurahan.
Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan Kepala Kelurahan.
Kolom 4 : Diisi dengan wuraian singkat tapi jelas dari Keputusan Kepala
Kelurahan yang telah ditetapkan.
Kolom 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun dilaporkan

kepada Walikota.
Kolom 6 . Diisi dengan Penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.



¢. Buku Data Inventaris Kelurahan (Model A.2)

MODEL A.2
BUKU DATA INVENTARIS KELURAHAN........coore
TAHUN .........
READAAN KEADAAN
ASAL BARANG BARANG TANGGAL PENGHAPLISAN AARANG AKHIR
JENIS AWAL TAHUN TAHUN
No | BARANGY | .. Bant
Urut | BANGUN D'I?E uan | ¢ iy | Disum | Tanggal KEY
AN con | PEM n“"am: Bak | Rusak | Rusak | "N [ bangk | Penghap | Baik | Rusak
dirt apnt g an usan
ah
1 2 3 4 5 6 |7 B[ & 10 11 12 13 14 |
# — " A

Tata Cara Pengisian Buku Data Inventaris Kelurahan (Model A.2):
Kolom 1

dan inventaris milik Pemerintah Kelurahan.

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jenis kekayaan

Kolom 2 Diist nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan
inventaris kelurahan.

Kolom 3 Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai
sendiri oleh kelurahan.

Kolom 4 Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dipercleh dari
bantuan pernerintah.

Kolom 5 Diisi dengan jumilah barang/bangunan yang dipercleh dari
sumnbangan.

Kalom 6 Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan
pada awal tahun dalam keadaan baik.

Kolom 7 Diist dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan
pada awal dalam keadaan rusak.

Kolom § Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dlhapus karena rusak

Kolom 9 Diisi dengan jumlah barang /bangunan yang dihapus karena dijual.

Kolom 10 Diisi dengan jumlah barang/bangunan vang dihapus karena
disumbangkan,

Kolom 11 Diisi dengan tanggal, bulan dan Tahun Penghapusan.

Kolom 12 Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasakan keadaan pada
akhir tahun dalam keadaan baik. |

Kolom 13 Diisi dengan jumiah barang/bangunan berdasarkan keadaan
pada akhir tahun dalam keadaan rusak.

Kolom 14 Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.




¢. Buku Data Aparat Pemerintah Kelurahan (Model A.3)

MODEL A.3
Bu “u DATA APAMT KELU Mm".l'l [ TIJ NIRRT T
TAHUH [ JIREL LY TN
TEMPAT DAN
ancear | A PEND] KEPUTUSAN KEPUTUSAN
Ko. | HaMa IENIS & JAB PENGANGKATAN | PEMBERHENTIAN
NI LAHIR PANGKAT DIKAN
UR | LENG | o | kewa A ATA KET
ot | e Min | TEM | TANG H|| /GOL w | TERAK NO ARG | o
PAT | GAL | HIR | TanGGaL | MO OMO
) GAL R
1 2 3 3 5 & |7 8 5 10 11 17 13 14 15

Tata Cara Pengisian Buku Data Aparat Kelurahan (Model A.3) :

Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5§
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

Kolom 14
Kolom 15

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan yang
ada pada organisasi Pemerintah Kelurahan.

Diisi dengan nama lengkap.

Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Kelurahan.

Diisi dengan jenis kelamin, L bagi laki-laki dan P bagi
Perempuan.

Dilisi dengan tempat [ahir.

Dilisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran.

Diisi dengan agama yang dianut,

Diisi dengan pangkat/golongan yang dimiliki bagi Pegawai Negerl
Sipil.

Diisi dengan nama jabatan masing-masing aparat pemerintash
kelurahan yang bersangkutan.

Diisi dengan pendidikan formal terakhir.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan.
Diisi dengan nomor keputusan pengangkatan.

Diisf dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan
pemberhentian.

Dilsi dengan nomor keputusan pemberhentian,

Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperiukan.



d. Buku Data Tanah di Kelurahan (Model A.4)

MODEL A.4
BUKU DATA TANAH KELURAHAN......covtimars .
TAHUH llllll I
NAMA | L STATUS TAMAH Bﬁﬁ" PENGGUNAAN TANAH
ul
: A PE
BA R
PE 5 FAS
u DA U | per | PER LA
nﬁutﬂgnggmwmnﬂ;aﬂums muﬁlﬂg n- | KT
AN N EHE A [um | & ane | Tor [ UST [ A8 )
T e || - H{ aN | an oM | M
M ) A
N
1| 2 | 3 (4|5 |6 (7(B] 0] %0 | a5 | 12 (13 | 2a |15 | 16 | 37 | 38 | 19 | 30 | 21

Tata Cara Pengisian Buku Data Tanah Kelurahan (Model A.4) :

Kolam 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kalom 14
Kolom 15
Kolom 16
Kalom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah obyek
yang akan didata.

Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah
(perorangan).

Diisi dengan Nama pemilik/pemegang hak atas tanah (Badan Hukum).
Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi {(m2).

Diisi dengan status sebagai hak milik.

Diisi dengan status sebagai hak guna bangunan.

Diisi dengan status sebagail hak pakai.

Diisi dengan status sebagal hak guna usaha.

Diisi dengan status sebagai hak pengelolaan.

Diisi dengan status sebagai hak milik adat.

Diisi dengan status sebagai hak Verponding Indonesia (Milik Pribumi).
Diisi dengan status sebagai Tanah Negara.

Diisi dengan yang sudah berstatus sertifikat.

Diisi yang belum bersertifikat,

Diisi penggunaan tanah untuk perumahan.

Diisi penggunaan tanah untuk perdagangan.

Diisi penggunaan tanah untuk perkantoran.

Diisi penggunaan tanah untuk industri.

Diisi penggunaan tanah untuk fasilitas umum.

Diisi penggunaan tanah sesuai dengan penggunaannya.

Diisi keterangan tentang tanah.




e, Buku Data Agenda Masuk dan Keluar (Model A.5)

MODEL A.5a
BUKU DATA AGENDA SURAT MASUK
TAHUN Ak ENddidh b Fh japuwEnn
TANGEAL NAMA TNSTANGI NOMOR SURAT DAN
o, | T YANG TANGGAL PERIHAL PENANGGUNGIAWAB | .
OITERIMA MEN 'gLR;A”.I{""E‘“L NOMOR | TANGGAL PENGELOLA
1 3 3 3 5 3 7 B

Tata Cara Pengisian Buku Data Agenda Surat Masuk (Model A.5a) :

Kolom 1 Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat
masuk.
Kolom 2 Diisi dengan tanggal surat diterima.
Kolom 3 Diist dengan nama instansi yang mengirim surat/asal surat masuk
Kolom 4 Diist dengan nomor surat masuk.
Kolom 5 Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk.
Kolom 6 Diisi dengan perihal surat masuk.
Kolom 7 Diisi dengan penanggung jawab/pengelola surat masuk.
Kolom 8 Diisi dengan penjelasan atau catatatan lain apabila dipetiukan.
MODEL A.5b
BUKU DATA AGENDA SURAT KELUAR
TAHUH AEEFRERER ARl A R
NO NAMA NDOMOR SURAT DAN | PERIHAL | PENANGGUNG TANGGAL KET
INSTANSE TANGGAL JAWAB/PENGELD PENGIRIMAN
YANG DITUIU | NOMOR | TANGGAL LA
1 2 3 4 5 6 7 B

Tata Cara Pengisian Buku Data Agenda Surat Keluar (Model A.5b) :

Kolom 1

Kalom 2 ;

Kalom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom &
Kolom 7
Kolom 8

Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat
keluar,

Diisi dengan nama instans] yang dituju.

Diisi dengan nomor surat keluar.

Diist dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar.

Diisi dengan perihal surat keluar,

Diisi dengan penanggung jawab/pengelola surat keluar.

Diisi dengan tanggal pengiriman surat keluar.

Dilsi dengan penjelasan atau catatatan lain apabila diperlukan.




f. Buku Ekspedisi (Model A.6)

MODEL A.6
BUKU EKSPEDISI
TAHUN ANGGARAN...........orssvesen.
NO TANGGAL TANGGAL DAN NOMOR
urUT | PENGIRIMAN SURAT MASUK ISI SURAT YANG DIKIRM | KETERANGAN
i 2 3 4 5
P ! E— o -
Tata Cara Pengisian Buku Ekspedisi (Model A.6) ;
Kolom 1 :  Dlisi dengan ngmor secara berurut sesuai dengan urutan surat
yang dikirim.
Kolom 2 : Diisi dengan tanggal pengiriman surat.
Kolom 3 :  Diisi dengan tanggal dan nomor surat dikirim.
Kolom 4 i Dilsi dengan perihal surat dikirim,
Kolom 5 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan,
2. ADMINISTRASI PENDUDUK
Model B.4
BUKU DATA PENDUDUK SEMENTARA
TAHUN. .ccocrnerrens
N | NAM | JENI NOMOR TEMPAT | PEKER | KEWARGANEGA | DAT | MAK NAMA DATA | PERG | KET
L A 5 IDENTITAS DAN JAARN RAAN ANG | 5UD DAN NG I
LENG | KELA FTANDA TGL Keban | Ketur | DAR | KEDA ALAMT TANG | TANG
KAF | MIN | PENGENAL | LAHIR/ gsaan | uwan I TAN YANG GAL | GAL
UMUR GAN DIDATAN
Gl
1] 2 3 4 5 5 7 g | o ip 11 12 13 | 14

Tata Cara Penglsian Buku Data Penduduk Sementara { Model B.4) ;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut data penduduk sementara
kelurahan,

Kolom 2 . Diisi dengan nama lengkap penduduk sementara.

Kolom 3 . Diisi dengan jenis kelamin penduduk sementara (L/P).

Kolom 4 . Diisi dengan nomor identitas/tanda pengenal penduduk
sementara.

Kolom 5 ; Dilsi dengan tempat, tanggal bulan dan tahun kelahiran

penduduk sementara serta umur saat ini.




Kolom 6 : Diisi dengan jenis pekerjaan penduduk sementara.

Kolom 7 : Diisi dengan jenis kewarganegaraan, kebangsaan penduduk
sementara.

Kolom 8 : Diisi dengan jenis kewarganegaraan, keturunan penduduk
sementara,

Kolom ¢ :  Diisi dengan tempat asal penduduk sementara.

Kolom 10 :  Diisi dengan maksud kedatangan penduduk sementara.

Kolom 11 : Diisi dengan nama dan alamat yang dituju oleh penduduk
sementara.

Kolom 12 : Disi dengan tanggal kedatangan penduduk sementara di
kelurahan,

Kolom 13 : Diisi dengan kepergian penduduk sementara.

Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

3. ADMINIISTRASI KEUANGAN KELURAHAN
a. Buku Kas Umum (Model C.1)

MODEL C.1
BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN
NO TANGGAL KODE URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN
REKENING
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
Jumiah bulan ini Rp......... 21 N
Jumiah sfd bulan laiu Rp......... R¥heviireraani
Jumiah s/d bulan ini RP.vvseres RPceiiannnnas
Sisa Kas
Fada han ini tanggal .o 20...,
Oleh kami didapat dalam Kas Rp...imeiinrrereraraes -
[rabttabtrsartasstabtissasssnssnmnbnmnntessnnrrrennnnn smassssstat ot res bntanstssns mannnsessssssbernssnns ) dengan huruf
Terdirt dari ;
Tunai 2
Saldo Bank (o T
Surat Berharga R
Padang, ... veveimmmmees

Mengetzhui
Lurah... e e nimaenang Bandahara,




Tata Cara Pengisian Buku Kas Umum Kelurahan (Model C.1) :

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas.

Kolom 2 Diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 3 Diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran
kas.

Kolom 4 Diisi dengan uralan penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 5 Diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom & Diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan (Model C.2a)

MODEL C.2a
BUKU KAS PEMBANTL
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN........cccccvenvervrmramenns
NO NOMOR BKU TANGGAL SETOR | NMOMOR STS DAN JUMLAH
URUT PENERIMAAN BUKTI PENERIMAAN
LAINNYA
1 2 3 4 5
Jumlah bulan ini Rp.
Jumiah s.d bulan [alu Rp.
Jumlah s.d bulan ini Rp.
Padany, v,
Mengetahui
T | TR Bendahara,

Tata Cara Pengisian Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan (Model C.2a):

Kolom 1 :  Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 Diisi dengan nomor BKU penerimaan.

Kolom 3 Diisl dengan tanggal penyetoran Surat Tanda Setor (STS) dan
bukti penerimaan lainnya.

Kolom 4 Diist dengan namor Surat Tanda Setor (STS) dan bukt
penerimaan lainnya,

Kalom 5 Diisi dengan jumlah ruplah Surat Tanda Setoran (STS) dan

bukti penerimaan lainnva.



C. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran (Model C.2b)

MODEL C.2b
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN..........ocrieeiesncnmmmones
NO NOMOR BKlJ TANGGAL NOMOR SPP DAN JUMLAH
URUT PENGELUARAN PENGELUARAN BUKTI
PENGELUARAN
LATNNYA
1 2 3 4 5
— T
Jumlah bulan ini Rp.
Jumiah s.d bulan laiu Rp.
Jumlah s.d bulan ini Rp.
Padang; ....ooseerirans
Mengetahui
Lurah. e eeenenssiasains. Bendahara

Tata Cara Pengisian Buku Kas Pembantu Perincian Qbyek Pengeluaran (Model C.2b):

Kalom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor BKU pengeluaran,.

Diisi dengan tanggal pengeluaran SPP/ bukti pengeluaran

lginnya.

Diisi dengan Momor SPP/ Bukti pengeluaran lainnya,
Dilsi dengan jumlah

Pengeluaran lainnya.

rupiah

Pengeluaran SPP/Buicti




d. Buku Kas Harian Pembantu (Model C.2¢)

Tata Cara Pengislan Buku Kas Harian Pembantu (Model C.2c):

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom &

MODEL C.2c
BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN..........coeeecevvreransenes
NO PENERIMAAN | PENGELUARAN SALDQ
TANGGAL
URUT URAIAN LATNNYA LAINNYA (Rp)

1 2 3 4 5 6
Jumilah bulan ini Rp.
Jumilah s.d bulan lalu Rp.
Jumlah s.d bulan ini Rp.

Padang, ....ccocciernennne
Mengetahui
1] - |1 O Bendahara,

Diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Diisi tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Diisi tanggal uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Diisi jumlah rupiah penerimaan kas.

Dits! jumlah rupiah pengeluaran kas.

Diisi saldo buku kas bendahara.

4. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

a. Buku Rencana Pembangunan (Model D.1)

MODEL D.1
BUKU RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN «.ooveone.
SUMBER BIAYA
NO "T;fo&;f” LOKASL | PEMERIN | SWaA | JUM- P;Lﬁf Eﬂ”‘T KET
TAH | DAYa | L&H
1 ; 3 4 5 | 6 7 8 3




Tata Cara Pengisian Buku Rencana Pembangunan (Model D.1) :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom §

Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan
dilaksanakan.

Diisi dengan urgian nama proyek/kegiatan vang akan
dibangun di kelurahan,

Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan vang dibangun.,

Diisi dengan sumber biaya pemerintah yang diperoleh untuk
mendukung kegiatan/proyek dimaksud.

Diisi dengan sumber biaya vang diperoleh dari swadaya
masyarakat dan lembaga untuk mendukung kegiatan/proyek
dimaksud.

Diisi dengan besarnya jumlah keseluruhan biaya yang
mendukung untuk kegiagtan dimaksud baik dari sumber
pemerintah maupun swadaya.

Diisi dengan pelaksana keglatan/proyek dimaksud.

Diisi dengan manfaat dari proyek/kegiatan dimaksud.

Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperiukan.

b. Buku Kegiatan Pembangunan (Model D.2)

MODEL D.2
BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN cevrvrererseessrensesssnsres
SIFAT
No | MAMA PROYEK/ ”Lﬂ SUMBER BIAYA WAK | PROVEK | FENA [ o
KEGIATAN | LU [T PEME- | 5WA- |JUML | -TU [BA | LANDU |,
RINTAH | DAYA | AM rRU | TAN
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 | 11

Tata Cara Pengisian Buku Kegiatan Pembangunan (Model D.2) :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan
dHlaksanakan.

Diisi dengan uraian nama proyek/kegiatan yang akan
direncanakan akan dibangun di kelurahan.

Diisi dengan besaran proyek/kegiatan yang dibangun,

Dlisi dengan sumber biaya pemertintah yang diperoleh untuk
mendukung keglatan/proyek dimaksud.




Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Kolom 10
Kalom 11

Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya
misal : masyarakat, lembaga untuk mendukung
kegiatan/proyek dimaksud.

Diist dengan besamya jumlah keseluruhan biaya yang
mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber
pemerintah maupun swadaya.

Diisi dengan kapan dan berapa lama kegiatan/proyek
tersebut akan dilaksanakan.

Diist dengan sifat proyek, apakah proyek/kegiatan yang akan
dibangun merupakan proyek baru.

Diisi dengan sifat proyek, apakah proyek/ kegiatan yang
akan dibangun merupakan proyek lanjutan,

Diisi dengan pelaksana kegiatan/proyek,

Diisl dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

c. Buku Inventaris Proyek (Model D.3)

MODEL D.3
BUKU INVENTARIS PROYEK
NO JENIS/NAMA PROYEK VOLUME | BIAYA LOKASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6

Tata Cara Pengisian Buku Inventaris Proyek (Model D.3) :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom &

Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan

dilaksanakan,

Dilsl dengan' urgian nama proyek/kegiatan vyang akan
direncanakan akan dibangun di kelurahan.
Diisi dengan besaran proyek/kegiatan yang dibangun.

Diisi dengan dukungan biaya untuk kegiatan/proyek dimaksud.
Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang akan dibangun.

Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.




d. Buku Kader-Kader Pembangunan (Model D.4)

MODEL D.4
BUKU KADER-KADER PEMBANGUNAN

JENIS PEKERJAAN | PENDIDIKAN
NO | NAMA | UMUR KELAMIN | POXOK/ASAL {KURSUS BIDANG | ALAMAT | KET

1 2 3 4 b 6 7 B 9

Tata Cara Pengisian Buku Kader-kader Pembangunan (model D.4) :

Kolom 1 . Diisi dengan nomor urut nama kader pembangunan yang ada di
kelurahan.

Kolom 2 . Diisi dengan nama kader pembangunan yang ada di kelurahan

Kolom 3 :  Diisi dengan umur kader tersebut.

Kolom 4 . Diisi dengan jenis kelamin, L untuk laki-laki dan P untuk
perempuan.

Kolom 5 . Dlisi dengan peketjaan pokok/asal kader pembangunan yang
ada di kelurahan,

Kolom 6 . pendidikan, diisi apa pendidikan yang telah diperoleh oleh kader

Kolom 7 :  Diisi dengan bidang yang ditekuni.

Kolom 8 . Dilsi dengan tempat tinggal.

Kolom 9 . Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperiukan.

5. BUKU ADMINISTRASI LAINNYA (MODEL. E)
Buku Administrasi Monografi Kelurahan, Buku Data Pengurus dan Anggata
Kemasyarakatan serta buku administrasi kelurahan lainnya sesuat dengan
kebutuhan dan kemampuan kelurahan. Model dan Tata cara pengisian buku
administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

a. Buku Administrasi Monografi (Model E,1)

Tata Cara pengisian buku Monografi Kelurahan dalam bentuk perangkat lunak
disertai dengan modul petunjuk aplikasi.



b. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan (Model

E.2)
MODEL E.2
BUKU DATA PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TA-HquIllll-
TEMPAT DAN PEND 5K
NAMA | JENIS | TANGGAL LAHIR | AG T pr—— JABATAN JABATAN
NO | LENG | KELAM AM NAMA NO | TGL AL KET
AP " TEMP | TANGG A TERAK AN Jagar | PERICDE MAT
AT AL HIR JABATAN
AN
1 |2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 [13 |14

Tata Cara Pengisisan Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga KEmasyarakatan

(Model E.2) :

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut..

Kolom 2 Diisi dengan nama lengkap Pengurus/Anggota Lembaga
Kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

Kolom 3 Diisi dengan jenis kelamin, L bagi laki-laki dan P bapi
Perempuan.

Kolom 4 Diisi dengan tempat lahir pengurusfanggota Iembaga
kemasyarakatan di kelurahan.

Kolom 5 Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran
pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan.

Kolom 6 Diisi dengan agama yang dianut pengurus/anggota lembaga
kemasyarakatan kelurahan.

Kolom 7 Diisi dengan pendidikan formal terakhir pengurus/anggota
lembaga kemasyarakatan.

Kolom 8 Dilsi dengan pekerjaan  pengurusfanggota Lembaga
Kemasyarakatan.

Kolom 9 Diisi dengan nama jabatan pengurus/anggota lembaga
kemasyarakatan Kelurahan.

Kolom 10 : Diisi dengan Periode jabatan pengurus/anggota lembaga

kemasyarakatan di kelurahan,




PDF Eraser Free

Kolom 11

kKolom 12

Kolom 13

Kolom 14

Diisi dengan Nomor keputusan pengangkatan penqurus/anggota
lembaga kemasyarakatan.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan.

Diisi dengan alamat pengurus/anggota lembaga
kemasyarakatan.

Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.

A PADANG

FAUZI BAHAR



